
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

2024 2025 2026 2024 2025 2026
Sangat 

Tinggi
Tinggi Sedang Rendah

Sangat 

Rendah
A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

% 9,26 8,5 8,1 7,7 8,67 98,00

Sangat 

Tinggi
Jumlah penduduk miskin dibagi 

jumlah penduduk di kali 100 %

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)

% 65,29 63 63 63 68,12 100,00

98250

144236

INDIKATOR PROGRAM

% 100 100 100 100 100 100 1. Minimnya Sarana dan prasana 

pendukung pelaksanaan dalam usaha 

kesejahteraan sosial sehingga kurang 

optimal perberdayaan

PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.

210 2. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh 

PSKS sehingga kurang optimal dalam 

perberdayaan PSKS dalam Usaha 

Kesejahteraan Sosial.

210

% 100 100 100 100 100 100  Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi 

penyandang disabilitas terlantar, anak 

terlantar, lanjut usia terlantar dan 

Gelandangan Pengemis terlantar adalah 

merupakan kegiatan ini merupakan 

kegiatan yang bersifat respon kasus 

(unpredicable) yang sifatnya tidak dapat 

di perkirakan, tidak dapat diduga  kasus 

yang terjadi, calon penerima 

manfaatnya, waktu dan tempat 

kejadiannya sehingga untuk 

penanganan lebih banyak yang besifat 

persediaan menyesuaikan hasil 

assesmen, kasus berdasarkan Laporan 

Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan 

jumlah kasusnya.

10

10

% 100 100 100 100 100 100

523

Melakukan Koordinasi dengan 

pihak Desa/Kelurahan untuk 

anak yang membutuhkan 

layanan kedaruratan, 

Pengadilan agama terkait 

layanan dispensasi kawin, dan 

LKSA terkait rujukan bagi anak 

yang membutuhkan layanan 

rehabilitasi sosial

Pembilang Jumlah  anak terlantar diluar panti 

sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Jumlah anak terlantar diluar 

panti sosial yang mendapat 

rehabilitasi sosial dibagi jumlah 

anak terlantar dikali 100%.

Aduan yang disampaikan oleh 

masyarakat dapat difasilitasi 

dengan baik dengan tersedianya 

anggaran dan SDM yang 

melaksanakan pendampingan 

kepada klien

Kasus berdasarkan Laporan Kasus 

sehingga tidak dapat diperkirakan 

jumlah kasusnya

3 Program Rehabilitasi Sosial 3 Jumlah anak telantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti

Sangat 

Tinggi

Jumlah Warga Negara Migran 

Korban Tindak Kekerasan yang 

mendapatkan layanan 

pemulangan dibagi jumlah 

Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan yang 

membutuhkan layanan 

pemulangan dikali 100%

Aduan yang disampaikan oleh 

masyarakat dapat difasilitasi 

dengan baik dengan tersedianya 

anggaran dan SDM yang 

melaksanakan pendampingan 

kepada klien

Melakukan Koordinasi dengan 

pihak Desa/Kelurahan setempat

Pembilang Jumlah Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan 

pemulangan 

Penyebut Jumlah Warga Negara Migran Korban 

Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan 

pemulangan dikali 100%

Melakukan pembinaan secara 

rutin kepada PSKS

Pembilang Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, 

Masyarakat, dan  kelembagaan  yang melakukan 

usaha Kesejahteraan Sosial                                                

Penyebut Jumlah PSKS Perorangan, Keluarga, 

Masyarakat, dan  kelembagaan  yang 

mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan 

sosial Kesejahteraan Sosial X 100 %                                                

Jumlah PSKS Perorangan, 

Keluarga, Masyarakat, dan  

kelembagaan  yang melakukan 

usaha Kesejahteraan Sosial di 

bagi Jumlah PSKS Perorangan, 

Keluarga, Masyarakat, dan  

kelembagaan  yang 

mendapatkan pembinaan dan 

pemberdayaan sosial 

Kesejahteraan Sosial X 100 %

Semangat kerelawanan yang 

dimiliki oleh setiap PSKS dalam 

melakukan usaha kesejahteraan 

sosial

2 Program Penanganan Warga 

Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan

2 Persentase Pemulangan Warga 

Negara Migran Korban Tindak 

Kekerasan dari Titik Debarkasi di 

Daerah Kabupaten/Kota untuk 

dipulangkan ke Desa/Kelurahan 

Asal

Sangat 

Tinggi

Adanya dukungan pelayanan 

kesejahteraan sosial bagi PPKS 

terdiri beberapa kegiatan baik yg 

Terdapat beberapa kegiatan yg masih 

dapat dilaksanakan dikarenakan 

menunggu penetapan perubahan dan 

Perlu diadakannya kegiatan 

yang dapat menampung atau 

menfasilitasi bagi PPKS secara 

Pembilang Jumlah Kepala Keluarga (KK) Pemerlu 

Penyebut KK DKD dikali 100% dikali 100%                                   

1 Program Pemberdayaan Sosial 1 Cakupan pemberdayaan PSKS  

Perorangan, Keluarga, Masyarakat, 

dan  kelembagaan dalam  usaha 

kesejahteraan sosial

Sangat 

Tinggi

Sangat 

Tinggi

Jumlah Kepala Keluarga Pemerlu 

Pelayanan Kesejahteraan Sosial 

(PPKS) yang dilayani dibagi KK 

INDIKATOR SASARAN

Angka Kemiskinan

1 Persentase Pemerlu Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 

ditangani

Capaian 

s.d TW IV 

2024

Skala Nilai Peringkat Kinerja
Rumus Faktor Pendorong Faktor Penghambat

Upaya Percapaian Target 

Kinerja Tahun 2024

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024-2026

S.D TRIWULAN IV TAHUN 2024

No Program No Indikator Kinerja Satuan
Kondisi Akhir 

2023

Target Kinerja Realisasi Kinerja 



523

% 100 100 100 100 100 100

471

471

% 100 100 100 100 100 100

132

132

% 100 100 100 100 100 100

74

74

% 100 100 100 100 100 100

326

326

% 85 100 100 100 100 100

395829

395.829

% 95 100 100 100 100 100

416805

395.829

% 10,2 50 60 65 100,00 100

260

301

% 48 48 48 48 51,37 100 Peningkatan koordinasi dan 

evaluasi kinerja pengelola 

bansos

Jumlah UEP dan KUBE yang aktif 

dibagi jumlah UEP dan KUBE 

yang menerima bantuan dikali 

100%

Peran pendamping KUBE yang terus 

melakukan Pendampingan Sosial 

dalam memberikan saran masukan 

atas permasalahan dalam 

mengelola usaha kelompok

Kurangnya perencanaan dalam 

menentukan jenis usaha, sehingga gagal 

sedikit, anggota KUBE putus asa -- 

Masalah dan konflik internal KUBE 

dalam menjalankan usaha kelompok

Jumlah KK miskin yang 

memperoleh bantuan sosial 

dalam 1 tahun dibagi jumlah KK 

DKD dalam 1 Tahun yang 

seharusnya memperoleh 

bantuan sosial dikali 100%)

Tersedianya data penerima bansos - Berubah-ubahnya data penerima 

bantuan sosial

- Kurangnya koordinasi antar instansi 

pengelola bansos

Melakukan Komunikasi dan 

koordinasi dengan Pendamping 

KUBE dan Pengurus KUBE 

sehingga program dan bantuan 

terlaksana dengan tepat waktu 

dan tepat sasaran

Pembilang Jumlah UEP dan KUBE yang aktif                                                 

Penyebut  Jumlah UEP dan KUBE yang menerima 

bantuan dikali 100%                                                

Terus berupaya bersurat ke 

Kemensos agar penerima PBI 

APBD yang terdaftar DTKS bisa 

dialihkan kepesertaan nya 

menjadi PBI APBN

Pembilang Jumlah jiwa yang memperoleh 

program perlindungan dan jaminan sosial                                       

Penyebut  jumlah jiwa dalam DKD dikali 100 %.                                              

10 Persentase penerima UEP 

perorangan dan UEP KUBE yang 

berkelanjutan

Sangat 

Tinggi

Jumlah jiwa yang memperoleh 

program perlindungan dan 

jaminan sosial dibagi jumlah jiwa 

dalam DKD dikali 100 %.

Melaksanakan verifikasi dan validasi 

penerima bantuan PBI JK

Penonaktifan DTKS oleh kemensos 

berdampak pada penurunan angka 

penerima PBI JKN

Melaksanakan bimbingan 

teknis kegiatan pendataanPembilang Jumlah rumah tangga dalam DTKS 

yang diverval (Diubah menjadi jumlah jiwa dalam 

DKD)                                                                    

Penyebut   jumlah jiwa dalam DKD                                           

Melakukan Komunikasi dan 

koordinasi dengan  Pengurus 

Panti sehingga program dan 

bantuan dapat terlaksana

Pembilang Jumlah anak yatim piatu terlantar 

dalam panti sosial  yang mendapatkan layanan 

perlindungan sosial 
Penyebut Jumlah anak yatim piatu terlantar 

dalam panti sosial x 100%

Jumlah anak yatim piatu 

terlantar dalam panti sosial yang 

mendapatkan layanan 

perlindungan sosial dibagi 

jumlah anak yatim piatu 

terlantar dalam panti sosial x 

100%

adanya koordinasi dan kerjasama 

yang baik dengan pengurus panti 

memudahkan pelaksanaan program

Validasi data anak panti sebagai dasar 

targetting sasaran anak panti dilakukan 

(N-1), jika terjadi perubahn data 

pencairan bansos jadi mundur setelah 

penetapan APBD Perubahan

Jumlah jiwa dalam DKD yang 

diverval dibagi jiwa dalam DKD

Peran aktif dan komunikasi TKSK 

sebagai koordinator pendata desa 

Terjadi penggantian personil pendata di 

tingkat desa

4 Program perlindungan dan 

jaminan sosial

7 Persentase anak yatim piatu 

terlantar dalam panti yang 

mendapatkan bantuan jaminan 

sosial

Sangat 

Tinggi

9 Cakupan pengelolaan data Fakir 

Miskin cakupan daerah kab/kota

Sangat 

Tinggi

8 Persentase pendataan fakir miskin 

cakupan daerah kab/kota

Sangat 

Tinggi

11 Persentase PPKS yang memperoleh 

bantuan sosial untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar

Sangat 

Tinggi

Melakukan koordinasi dengan 

pihak Desa/Kelurahan, Polsek 

dan Satpol PP terkait 

pengiriman PPKS gelandangan 

dan pengemis. Melakukan 

koordinasi dengan Dinas 

Pencatatan Sipil terkait upaya 

pengecekan identitas melalui 

cek iris mata/biometrik. 

Melakukan koordinasi dengan 

pihak keluarga, 

Desa/Kelurahan, TKSK, dan 

Dinsos Kota/Kab lain terkait 

reunifikasi klien ke keluarga.

Pembilang Jumlah gelandangan dan pengemis 

diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi 

sosial

Penyebut jumlah gelandangan dan pengemis 

dikali 100%.                                

Melakukan Koordinasi dengan 

pihak Desa/Kelurahan untuk 

Lansia yang membutuhkan 

layanan kedaruratan panti 

pelayanan sosial terkait rujukan 

bagi lansia

Pembilang Jumlah  lanjut usia terlantar  diluar 

panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial

Penyebut Jumlah  lanjut usia terlantar  dikali 

100%.                                                

Jumlah lanjut usia terlantar 

diluar panti sosial yang 

mendapat rehabilitasi sosial 

dibagi jumlah lanjut usia 

terlantar dikali 100%.

Aduan yang disampaikan oleh 

masyarakat dapat difasilitasi 

dengan baik dengan tersedianya 

anggaran dan SDM yang 

melaksanakan pendampingan 

kepada klien

Kasus berdasarkan Laporan Kasus 

sehingga tidak dapat diperkirakan 

jumlah kasusnya

Jumlah gelandangan dan 

pengemis diluar panti sosial yang 

mendapat rehabilitasi sosial 

dibagi jumlah gelandangan dan 

pengemis dikali 100%.

Aduan yang disampaikan oleh 

masyarakat dapat difasilitasi 

dengan baik dengan tersedianya 

anggaran dan SDM yang 

melaksanakan pendampingan 

kepada klien

Pemberian layanan berdasarkan 

Laporan Kasus sehingga tidak dapat 

diperkirakan jumlah kasusnya.

Melakukan Koordinasi dengan 

pihak Desa/Kelurahan untuk 

penyandang disabilitas yang 

membutuhkan layanan 

kedaruratan dan Sentra Kartini 

serta panti pelayanan sosial 

terkait rujukan bagi 

penyandang disabilitas

Pembilang Jumlah penyandang disabilitas 

terlantar diluar panti sosial yang mendapat 

rehabilitasi sosial                                                

Penyebut Jumlah disabilitas terlantar dikali 100%.                                                

Melakukan Koordinasi dengan 

pihak Desa/Kelurahan untuk 

anak yang membutuhkan 

layanan kedaruratan, 

Pengadilan agama terkait 

layanan dispensasi kawin, dan 

LKSA terkait rujukan bagi anak 

yang membutuhkan layanan 

rehabilitasi sosial

Penyebut jumlah  anak terlantar dikali 100%.

Jumlah anak terlantar diluar 

panti sosial yang mendapat 

rehabilitasi sosial dibagi jumlah 

anak terlantar dikali 100%.

Aduan yang disampaikan oleh 

masyarakat dapat difasilitasi 

dengan baik dengan tersedianya 

anggaran dan SDM yang 

melaksanakan pendampingan 

kepada klien

Kasus berdasarkan Laporan Kasus 

sehingga tidak dapat diperkirakan 

jumlah kasusnya

Jumlah penyandang disabilitas 

terlantar diluar panti sosial yang 

mendapat rehabilitasi sosial 

dibagi jumlah disabilitas 

terlantar dikali 100%.

Aduan yang disampaikan oleh 

masyarakat dapat difasilitasi 

dengan baik dengan tersedianya 

anggaran dan SDM yang 

melaksanakan pendampingan 

kepada klien

Kasus berdasarkan Laporan Kasus 

sehingga tidak dapat diperkirakan 

jumlah kasusnya

3 Program Rehabilitasi Sosial 3 Jumlah anak telantar yang 

memperoleh rehabilitasi sosial 

diluar panti

Sangat 

Tinggi

5 Jumlah Warga negara lanjut usia 

terlantar yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti

Sangat 

Tinggi

4 Jumlah Warga Negara penyandang 

disabilitas yang memperoleh 

rehabilitasi sosial diluar panti

Sangat 

Tinggi

6 Jumlah Warga Negara gelandangan 

dan pengemis yang memperoleh 

rehabilitasi sosial dasar tuna sosial 

diluar panti

Sangat 

Tinggi



74095

144238

% 100 100 100 100 100 100

672

672

% 100 100 100 100

100

100

2

2

1 100,00 1 0 0 0 0

13 100,00 13 0 0 0 0

14 100,00 14 0 0 0 0

Kriteria Penilaian Realisasi Status Temanggung,        Desember 2024

Sangat Tinggi 91% ≤ 100% KEPALA DINAS SOSIAL

Tinggi 76% ≤ 90%

Sedang 66% ≤ 75%

Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50% HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH

Pembilang Jumlah TMP yang dipelihara                                                

Penyebut Jumlah TMP x 100%                                                

JUMLAH IKUPD RATA-RATA CAPAIAN IKUPD 

JUMLAH INDIKATOR PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM

6 Program Pengelolaan Taman 

Makam Pahlawan 

13 Persentase terpeliharanya Taman 

Makam Pahlawan

Sangat 

Tinggi

5 Program Penanganan Bencana 12

Peningkatan koordinasi dan 

evaluasi kinerja pengelola 

bansos
Pembilang Jumlah KK miskin yang memperoleh 

bantuan sosial dalam 1 tahun                                                 

Penyebut jumlah KK DKD dalam 1 Tahun yang 

seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 

100%)                                  

Jumlah TMP yang dipelihara di 

bagi Jumlah TMP X 100 %

- Adanya peningkatan kesadaran 

instansi pendidikan dan organisasi 

kemasyarakatan dalam penanaman 

nilai-nilai kepahlawanan sehingga 

meningkatkan kunjungan/ ziarah 

TMP

- Adanya kegiatan ziarah rutin di 

TMP dari berbagai instansi 

pemerintah

- Ketersediaan air di TMP Susah, Air 

menggunakan PDAM, setiap siang hari 

debitnya mati. 

- Sarana dan prasarana untuk 

pemeliharaan TMP terbatas. 

- Instalasi listrik di TMP untuk 

penerangan butuh peremajaan

- Berkoordinasi dengan PDAM

- Berkoordinasi dengan PLN

- Berkoordinasi dengan 

DPRKPLH

Mengadakan pelatihan terkait 

layanan kedaruratan bencana 

bagi relawan Taruna Siaga 

Bencana dan menggerakan lagi 

Kampung Siaga Bencana agar 

penangan bencana di 

masyarakat lebih cepat dan 

tepat

Pembilang Jumlah korban bencana yang 

mendapatkan layanan perlindungan sosial                                                

Penyebut  Jumlah korban bencana dikali 100%                                                

jumlah korban bencana yang 

mendapatkan layanan 

perlindungan sosial dibagi 

jumlah korban bencana dikali 

100%.

Sinergitas yang erat antar sektor 

penanganan bencana di Kabupaten 

Temanggung sehingga saling 

melengkapi kekurangan masing 

masing sektor dalam pemberian 

pelayanan

Beberapa relawan kurang menguasai 

terkait layanan kedaruratan dalam masa 

tanggap bencana

Persentase korban bencana alam 

dan sosial yang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya pada saat dan 

setelah tanggap darurat bencana 

daerah kabupaten/ kota

Sangat 

Tinggi

Jumlah KK miskin yang 

memperoleh bantuan sosial 

dalam 1 tahun dibagi jumlah KK 

DKD dalam 1 Tahun yang 

seharusnya memperoleh 

bantuan sosial dikali 100%)

Tersedianya data penerima bansos - Berubah-ubahnya data penerima 

bantuan sosial

- Kurangnya koordinasi antar instansi 

pengelola bansos

4 Program perlindungan dan 

jaminan sosial

11 Persentase PPKS yang memperoleh 

bantuan sosial untuk pemenuhan 

kebutuhan dasar

Sangat 

Tinggi




